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1.1. Latar Belakang

Kinerja suatu birokrasi publik merupakan suatu isu yang sangat aktual yang
terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari
birokrasi publik pada saat ini belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi,
sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang
tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan
mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi
pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi
pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara
obyektif, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan

terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah.

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut
berpengaruh terhadap Kkinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga
pengukuran Kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan
evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi Kinerja
merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.
Menurut pendapat Drucker dalam buku “Mewirausahakan Birokrasi : Reinventing
Government” karya David Osborne (2000), bahwa dalam suatu organisasi perlu

adanya pemisahan antara manajemen puncak dan operasional, sehingga
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memungkinkan manajemen puncak mengfokuskan konsentrasi pada pengambilan
keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan
oleh staf sendiri, dimana masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup,
tindakan serta otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, membutuhkan orang
yang mampu melihat seluruh visi dan peluang serta mampu menyeimbangkan
antar berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya.
Hal tersebut membutuhkan personil yang bersungguh-sungguh fokus pada visi,

misi dan melaksanakannya dengan baik.

Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian
tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai
landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian Kkinerja
(performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degrees of

accomplishment.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
(publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan
masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini
masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur
negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima)
dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang
kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong

percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
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Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien,
selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas dan berbagai kritikan
lainnya. Menyikapi hal tersebut, diatas maka penilaian kinerja merupakan bagian
penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun
swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda
dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran Kkinerjanya pun

terdapat perbedaan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan kalangan akademisi dan
birokrat tentang pelayanan publik di Indonesia, ternyata kondisinya masih

seringkali “dianggap” belum baik dan memuaskan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan
yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik,
merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini
berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, Kkeinginan dan
aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani

untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari
pendidikan politik yang terjadi selama ini. Selama ini masyarakat cenderung
pasrah dan menerima terhadap apa yang mereka dapatkan dari pelayanan aparatur
pemerintah. Hal ini lebih diakibatkan karena sikap dari aparatur pelayanan publik

yang tidak berorientasi pada kepuasan masyarakat, pelayanan hanya bersifat
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sekedar melayani tanpa disertai rasa peduli dan empati terhadap pengguna
layanan. Namum kondisi yang terbuka seperti sekarang ini mengharuskan
aparatur sebagai pelayan publik lebih peduli lagi terhadap hak-hak sipil khususnya
dalam pelayanan publik. Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan
publik masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas
masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih
munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa. Jika kondisi ini
tidak direspon oleh pemerintah maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang
baik terhadap pemerintah sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah
melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan publik.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan
pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik
harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana,
transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat
membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan

masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Arah
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pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia
dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan

masa depannya sendiri.

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas, birokrasi
publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam
memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah
menjadi suka melayanai, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan,
berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan
dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik
pragmatis. Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah
daerah) ini, pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan

apa yang menjadi tugas dan kewenagan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh
pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat
(public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi

perlindungan (protection function).

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat
mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa
(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh
masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk
menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya

pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan
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diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua
warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada
masyarakatsebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai
pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan
umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan
sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi
masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah

menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat
pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun
pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu
yang membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh Gasperz
(1994), adalah outputnya yang tidak berbentuk (intangible output), tidak standar,
serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi

pada saat produksi.

Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan Gasperz tadi
secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya
kaduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu produk yang
intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat

tangible. Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana
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yang dimiliki oleh barang. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses

interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen.

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,
mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan

kepada publik (publik/umum).

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap
apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah
pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu

sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut
pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum
sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain
dari banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui
media masa maupun langsung kepada unit pelayanan, baik menyangkut sistem
dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang
informatif, kurang akomodatif dan kurang dan kurang konsisten sehingga tidak
menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih adanya praktek
pungutan tidak resmi. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat serta adanya tuntutan reformasi penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan, pemenuhan untuk mendapatkan pelayanan yang
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baik merupakan hak masyarakat dan sebaliknya bagi aparatur berkewajiban

memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan
publik maka diperlukan suatu standar penilaian merngenai analisis Kinerja
pelayanan publik yang telah dijalankan. Analisis terhadap kinerja birokrasi publik

menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis.

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut
berpengaruh terhadap Kkinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga
pengukuran Kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan
evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi Kinerja

merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri,
dimana masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup, tindakan serta
otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, membutuhkan orang yang mampu
melihat seluruh visi dan peluang serta mampu menyeimbangkan antar berbagai
tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Hal tersebut
membutuhkan personil yang bersungguh-sungguh fokus pada visi, misi dan

melaksanakannya dengan baik.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
(publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan

masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini
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masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur
negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima)
dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang
kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong

percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kemudian bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah itu
dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi
dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Suasana tersebut dapat diciptakan jika aparatur negara memiliki semangat
pengabdian yang tinggi dan profesional dalam pemberian layanan publik. Pada
sisi lain perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang
mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti disektor ekonomi, investasi,
barang dan jasa, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang
dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada
masyarakat. Pada tataran inilah, kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi suatu
isu yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi
yang luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memperbaiki tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama
ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya Krisis

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
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Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tingkat kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah adalah dengan melakukan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi merupakan cara pemerintah untuk mewujudkan good
governance. Reformasi birokrasi dapat menjadi permulaan sebuah negara untuk
maju. Dengan penataan (reform) sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
efektif dan efisien, sehingga diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan
yang berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat secara tepat, cepat, dan
profesional.

Reformasi birokrasi dimulai dari lingkungan kementerian dan lembaga.
Semakin banyak kementerian dan lembaga yang melakukan reformasi birokrasi
maka semakin cepat negara mencapai tujuan pembangunan serta tercipta good
governance. Pembaharuan dan perubahan yang harus dilakukan antara lain
organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Yang sangat diperhatikan dalam reformasi
birokrasi adalah rasionalisasi birokrasi yang mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan
produktifitas melalui pembagian kerja yang bersifat hirarki dan horizontal yang
seimbang, diukur dengan perbandingan volume beban tugas dengan jumlah

sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.

Perubahan dan pembaharuan di bidang organisasi dilakukan dengan
penataan kembali misi, visi, sasaran, program, agenda kebijakan, dan kinerja
kegiatan menjadi lebih terencana, bertanggungjawab, terbuka, dan aksesif. Proses
bisnis dalam birokrasi ditata sehingga lebih sederhana dan mudah serta

menghasilkan pelayanan yang prima. Perhatian juga harus diberikan kepada
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sumber daya manusia yang menjalankan tugas agar mereka semakin profesional
dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing.

Dengan reformasi birokrasi maka terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan,
partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan
perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban
publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa
mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara akan terwujud.

Salah satu reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan adalah
reformasi di tubuh Direkorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC melalui Tim
Percepatan Reformasi Birokrasinya telah melakukan langkah-langkah konkrit
untuk mewujudkan sasaran. Salah satunya adalah dengan memodernkan seluruh
kantor pelayanan di lingkungan DJBC. Seluruh jajaran birokrasinya dirombak,
sistem pelayanan diperbaiki, serta dilakukan seleksi yang ketat bagi pegawai
yang akan ditempatkan di kantor-kantor pelayanan utama. Sasaran strategis yang
akan dicapai adalah untuk meningkatkan pelayanan yang pasti, efisien, dan efektif

melalui modernisasi sistem dan prosedur.

Salah satu kantor pelayanan yang telah dimodernkan oleh DJBC adalah
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Medan (KPPBC Medan). KPPBC Medan dibentuk dan diresmikan menjadi
kantor modern pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan mentransformasi Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.

11

UNIVERSITASMEDAN AREA



Sejalan dengan peran strategis DJBC di bidang perekonomian negara,
KPPBCMedan mendapatkan limpahan tugas dan tanggung jawab untuk
menjalankan fungsi utama sebagai trade facilitator, industrial assistance,
revenue collector dan community protector untuk kota Medan dan sekitarnya.
Sebagai sebuah kantor pelayanan yang telah direformasi birokrasinya, KPPBC
Medan dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan

cukai kepada pengguna layanan publik (masyarakat).

Berkembangnya era servqual memberi inspirasi pemerintah Indonesia untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan sektor publik. Salah satu
produk peraturan pemerintah tentang pelayanan publik yang telah dikeluarkan
untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik
instansi pemerintah adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP- 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Sesuai tujuan penelitian ini, penulis mengacu pada Kepmen PAN di atas
yang meliputi 14 indikator yang relevan, valid, dan reliable untuk melakukan
pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat akan pelayanan publik di KPPBC

Medan.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, mengolah dan menganalisis
data penelitian menggunakan beberapa dimensi/atribut atau kriteria mengenai
kualitas pelayanan yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli administrasi. Hal
ini  dimaksudkan untuk mempermudah menjabarkan 14 indikator dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di atas ke dalam sub-sub

12

UNIVERSITASMEDAN AREA



indikator  sehingga nantinya akan mempermudah pemahaman para responden
dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-
indikator tersebut sebagai untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
Kemudian Ke-14 indikator yang akan dijadikan instrumen pengukuran
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di atas adalah

sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya.

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung

jawab).

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan vyaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan

kepada masyarakat.
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7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah

serta saling menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

bsarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan.

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman

kepada penerima pelayanan.

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan KPPBC Medan terhadap

pengguna layanan publik?

b. Sejauh mana tingkat kepentingan pengguna layanan publikakan pelayanan

kepabenan dan cukai di KPPBC Medan?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

a. Menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan KPPBC Medan terhadap

pengguna layanan publik.

b. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat kepentingan pengguna

layanan publik terhadap pelayanan kepabenan dan cukai di KPPBC Medan.
1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai

berikut:

a. Sebagai upaya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran bagi
penulis dalam masalah kinerja pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC

Medan.

b. Dapat diketahui kualitas kinerja dari KPPBC Medan sehingga dapat

diketahui kekurangan dan kelebihan pelayanan publik di bidang kepabeanan
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dan cukai, sehingga ke depan KPPBC Medan dapat lebih meningkatkan

kualitas kinerja pelayanan kepada publik.
1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan adanya perubahan status kantor
dari kantor pelayanan bea dan cukai konvensional (Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe A2 Medan) menjadi kantor pelayanan bea dan cukai modern (Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan). Seiring
dengan perubahan status kantor tersebut diindikasikan terdapat peningkatan
kualitas pelayanan dalam bidang pelayanan kepabeanan dan cukai. Oleh karena
itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis sejaun mana
peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat
pengguna jasa kepabeanan dan cukai di KPPBC Medan yang ditunjukkan dalam

bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun kerangka alur berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Alur Berpikir

.- N\

Kualitas layanan 14 Indikator sesuai
publik yang Kepmen PAN No. 25 Ind&l;ss I;igﬂgtsan
diselenggarakan Tahun 2004 y
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1.6. Hipotesis

Penelitian ini bertitik tolak pada kondisi dimana diduga kualitas pelayanan
kepabeanan dan cukai di KPPBC Medan sudah seperti yang diharapkan oleh para
pengguna layanan publik. Hal ini akan ditunjukkan dari tingkat kepuasan
masyarakat yang dianalisis dari 14 indikator sesuai dengan Keputusan MENPAN
No. KEP/25/M.PAN/2/2004. Ke-empat belas indikator tersebut digunakan untuk

mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
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